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ABSTRAK
Yudi Kiswanto Syarif (B111 08 293) Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian
Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota
Kepolisian, Di Bimbing Oleh Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. dan
Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah peranan
hasil tes urine dalam pembuktian tindak pidana narkotika yang dilakukan
oleh oknum anggota kepolisian serta Bagaimanakah penerapan hasil tes
urine dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh oknum
anggota kepolisian.
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis
dapatkan, maka penulis berkesimpulan antara lain Peranan hasil tes urine
dalam pembuktian tindak pidana narkotika sangat penting untuk
pembuktian pelaku tindak pidana narkotika khususnya bagi pengguna.
Seseorang yang sampel urinenya dinyatakan positif mengandung
narkotika berarti memiliki indikasi yang kuat sebagai penyalahgunaan
narkotika. Karena dengan proses inilah seseorang pengguna dapat
diproses karena dia telah memakai atau menggunakan narkotika dan
dapat dijadikan bukti yang kuat untuk diproses dipengadilan dan dijadikan
sebagai pelaku tindak pidana narkotika sesuai hukum yang berlaku.
Adapun penerapan hasil tes urine ini telah diterapkan untuk menentukan
pengguna narkotika untuk menjadikan tersangka. Karena hasil tes urine
tersebut memiliki kekuatan yang kuat dalam pembuktian sesuai yang
diatur dalam undang-undang No.35 tahun 2009. Akan tetapi setiap pelaku
yang diproses harus mempunyai bukti yang ada sebelum dilakukan tes
urine dan ditetapkan menjadi tersangka. Hasil tes urine ini sangat
berpengaruh pada kekuatan pembuktian dikarenakan hasil tes urine
tersebut memiliki kekuatan pembuktian untuk menentukan pengguna
narkotika menjadi seorang tersangka dalam tindak pidana narkotika
sesuai yang tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009.
Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni, Untuk
mencegah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum
kepolisian agar secara rutin melakukan tes urine guna untuk mengetahui
aparat kepolisian yang menggunakan narkotika. Disamping itu juga untuk
menjaga nama baik dari aparat kepolisian yang diketahui sebagai
pengayom dan pengaman di masyarakat. Untuk mengefektifitaskan tes
urine ini, pihak kepolisian perlunya bekerjasama dengan pihak badan
narkotika nasional (BNN) untuk melakukan pengecekan urine dikalangan
kepolisian. Hal ini dilakukan untuk mencegah aparat-aparat kepolisian
untuk menggunakan ataupun mengkonsumsi narkotika dan juga perlunya
tindakan yang serius bagi aparat kepolisian yang terbukti melakukan suatu
tindak pidana narkotika.
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LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai
dengan hasil amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “Negara Republik
Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan ini merupakan hal mutlak
untuk dilaksanakan karena diatur dalam UUD 1945 yang merupakan
sumber hukum tertinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang sumber tertib hukum, karena hal tersebut merupakan hal
mutlak untuk ditaati dan dilaksanakan, maka apabila terjadi pelanggaran
atau tidak ditaatinya hukum maka kepada yang melanggar akan
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku tanpa pandang buluh siapa pun pelakunya.
Idealnya dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum
(rechtstaat) hukum menjadi panglima artinya apa yang diatur dalam
hukum harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya, namun di Indonesia hal
tersebut masih jauh dari yang diharapkan bahkan hukum terkadang
dijadikan sebagai alat oleh sebagai orang (penguasa) untuk melindungi
kepentingannya serta menjustifikasi suatu tindakan yang secara jelas-jelas
bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku sehingga jangan heran
apabila sampai saat ini keterpurukan hukum terus terjadi.
Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum
untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum
pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan
yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk
dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau
yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada
ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya
melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.
Sedangkan hukum pidana (materiil) lebih tertuju pada peraturan hukum
yang menunjukan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana
dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana
tersebut.
Melalui hukum acara pidana, maka bagi setiap individu yang
melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum
pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan,
karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah
tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang
pengadilan. Dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan
perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.
Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses
pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib
terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan
pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian
dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka
terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan
terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan
kepadanya akan dijatuhkan pidana.
Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini
dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan,
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di
sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah
pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan
pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam
proses peradilan, terutama bagi hakim. Oleh karena itu hakim harus hati-
hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai
pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan
pembuktian atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang sah menurut
undang-undang.
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan
pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian
juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan
undang-undang. Oleh karena itu dalam menentukan suatu tindak pidana
Pasal 184 ayat(1) KUHAP telah disebutkan secara rinci alat bukti yang
sah menurut undang undang adalah: keterangan saksi, keterangan ahli,
surat, petunjuk, dan keterangan terdakwasesuai dengan ketetentuan
KUHAP tersebut yang menentukan 5 jenis alat bukti yang diluar itu tidak
dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, barang bukti (BB) tidak
termasuk sebagai sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.
di dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP ditegaskan bahwa alat bukti petunjuk
adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang yang karena
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lainnnya maupun dengan
tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak
pidana dan siapa pelakunya. kemudian pada ayat (2) bukti petunjuk hanya
dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
Di dalam Pasal 183 KUHAP ditegaskan bahwa hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali berdasarkan 2 (dua) alat
bukti yang sah dan keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana yang
dilakukan terdakwa. dalam tindak pidana yang dilakukan lebih dari dua
orang misalnya: A,B,C dan D dan tidak ada orang lain yang melihat
kecuali mereka sendiri terutama dalam kasus narkoba, jika para tersangka
mengakui telah menggunakan narkoba maka sudah diperoleh 2 (dua) alat
bukti yaitu keterangan saksi A dan B untuk kasus C dan D, dan saksi C
dan D untuk kasus A dan B, dalam istilah hukum disebut splitcing, dan
aparat atau masyarakat yang menangkapnya dapat dijadikan sebagai
saksi petunjuk sebagaimana dalam Pasal 188 KUHAP tersebut.
Keterangan tersangka, menyebutkan terdakwa itu sendiri, berbicara
masalah barang bukti, di dalam kasus narkoba hasil tes urine yang
dituangkan dalam kertas, maka hasil tes urine tersebut dapat sebagai
pengganti BB narkoba dan dalam kasus penganiayaan disebut
Visum(VER) keduanya disebut bukti SURAT yang dapat dijadikan sebagai
pengganti barang bukti alat melakukan kejahatan, dan informasi
data/elektronik dapat juga dijadikan sebagai bukti jika jelas sumbernya
sebagaimana diatur dalam UU IT sehingga unsur Pasal 184 KUHAP
tentang alat bukti limitatif terpenuhi secara sempurna.
Jika dikaitkan dengan kasus yang dilkukan lebih dari 2 (dua) orang, jika
merujuk kepada yuridis di atas maka jika ada pengakuan para tersangka
telah menggunakan narkoba, hasil tes urine positif, maka sudah diperoleh
3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi (para tersangka sendiri/splitcing),
keterangan pengakuan tersangka dan hasil tes urine/SURAT sebagai
pengganti Barang Bukti. Dengan demikian untuk mencegah dan
memberantas penyalahgunaan narkotika yang sangat merugikan dan
membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, perlu adanya
undang-undang yang mengaturnya, dengan demikian pemerintah
Republik Indonesia  telah membentuk Undang-Undang nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika. Maka dari itu, untuk penegakan hukumnya
diperlukan peran penyidik  kepolisian dan penyidik BNN dalam menangani
tindak pidana narkotika. Dengan adanya Undang-Undang Narkotika
diharapkan dapat mempermudah penyidik dalam menegakkan hukum dan
menyeret para pelaku tindak pidana narkotika ke muka pengadilan dan
juga dengan adanya undang-undang narkotika diharapkan supaya  dapat
menjadi acuan dan pedoman bagi pengadilan untuk menghukum
tersangka yang melakukan tindak pidana narkotika. Peran dan fungsi
kepolisian dalam menanggulangi narkotika tidak hanya dititik beratkan
kepada penegakan tetapi juga kepada pencegahan penyalahgunaan
narkotika. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan
(demand) dan persediaan (supply), selama permintaan itu masih ada,
persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau
berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Dalam
konsep penegakan hukum oleh kepolisian tentunya tidak terlepas dari
terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Acara Pidana, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya
(Pasal 1 butir 12 KUHAP). Sebagaimana tercantum dalam Undang-
Undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 75, Penyidik BNN berwenang untuk
“Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat
(DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya”.
Dari penjelasan di atas, bahwa inilah peran tes urine dalam
pembuktian tindak pidana narkotika sangat dibutuhkan guna untuk
mencegah dan  menghantarkan tersangka yang dituduh melakukan tindak
pidana narkotika ke pengadilan guna diproses sesuai dengan hukum yang
berlaku. Dengan inilah penulis menyusun karya ilmiah ini guna dapat
menghantarkan untuk menyusun skripsi dengan judul Hasil Tes Urine
dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh oknum
Anggota Kepolisian.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka Penulis akan
membahas masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah peranan hasil tes urine dalam pembuktian tindak
pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian ?
2. Bagaimanakah penerapan hasil tes urine dalam pembuktian tindak
pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian ?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui peranan hasil tes urine dalam pembuktian tindak
pidana Narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian.
2. Untuk mengetahui penerapan hasil tes urine dalam pembuktian
tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota
kepolisian.
D. Kegunaan Penilitian
Adapun kegunaan dalam penilitian ini:
1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian akan menjadi
bahan masukan dalam rangka menjadikan kepolisian sebagai
penegak hukum di garis yang terdepan sehingga kepolisian bisa
menuju pada keprofesionalan guna menanggulangi peredaran
khususnya yang dilakukan oleh aparat sendiri.
2. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada
umumnya dan mahasiswa yang mengambil program kekhususan
praktisi pada khususnya.
3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat
umum yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan
hukum.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap masalah yang
akan dibahas, akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian tindak
pidana, sebagaimana menurut Wirjono Prodjodikoro (1989:55) bahwa:
Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda strafbaarfeit, yang
sebenarnya merupakan istilah resmi dalam wetboek van strafrecht,
atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (selanjutnya disebut
KUHpidana), yang berlaku sekarang di Indonesia ada istilah dalam
bahasa asing, yaitu delict yang berarti suatu perbuatan yang
pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat
dikatakan merupakan subjek tindak pidana.
Amir Ilyas (2012:18) mengemukakan:
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah
delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu
undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau
perbuatan pidana atau tindak pidana.
Selanjutnya Amir Ilyas (2012:28) mengemukakan:
Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-
unsur sebagai berikut:
1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocoki
rumusan delik);
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan
3. Tidak ada alasan pembenar.
Adami Chazawi (2002:126-127) mengemukakan bahwa:
Tindak pidana dalam bahasa belanda, disebut strafbaarfeit, yang
sebenarnya merupakan istilah resmi dalam strafwetbok atau Kitab
Undang-undang Hukum Pidana,yang sekarang berlaku di Indonesia.
Ada istilah lain dalam bahasa asing yaitu delict. Oleh karena itu, tindak
pidana berarti suatu pelaku perbuatan yang pelakunya dapat dikenai
hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek
tindak pidana. Termasuk subjek tidak pidana dalam pandangan KUHP
yaitu seorang manusia sebagai oknum.
Tindak pidana di bagi menjadi dua bagian yaitu:
a. Tindak pidana material (materiel delict).
Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan
hukum pidana (strafbepaling) dalam hal ini dirumuskan sebagai
perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa
merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut
tindak pidana material (materiel delict).
Contonya : pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP yang
dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya
orang lain, tanpa disebutkan wujud dari perbuatan itu.
b. Tindak pidana formal (formeel delict).
Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan
dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan
akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut
tindak pidana formal (formeel delict).
Contohnya: pencurian yang ada dalam Pasal 362 KUHP, yang
dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud ”mengambil
barang” tanpa disebutkan akibat tertentu dari pengambilan
barang itu.
Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (strafbaarfeit)
menurut pendapat ahli:
Pompe (Bambang Purnomo, 1982:91) membagi atas dua pengertian
yaitu:
1. Definisi menurut teori mengertikan “strafbaarfeit” adalah suatu
pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si
pelanggar dan ancaman dengan pidana untuk mempertahankan
tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian
“strafbaarfeit” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan
perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat
di hukum.
Wirjono Prodjodikoro (Leden Marpaung, 2008:21) menjelaskan hukum
pidana materiil dan formiil sebagai berikut:
a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam
dengan hukum pidana.
b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu
merupakan perbuatan yang menbuatnya dapat di hukum pidana.
c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum
acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum
pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat
cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu
kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bertindak guna mencapai
tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.
Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 2008:2) menjelaskan hukum pidana
materiil dan formiil sebagai berikut:
Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang
menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi
pelanggaran pidana untuk dapat di hukum dan menetapkan hukuman
atas pelanggaran pidana. “Hukum formiil adalah kumpulan aturan
hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau
dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil
diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara
melaksanakan keputusan hakim.
Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa
hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah yang jika tidak
dipenuhi diancam dengan sanksi. Sedangkan hukum pidana formiil adalah
aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materiil.
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat,
dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena terpidana itu
mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban juga
orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai
teori konsekuensialisme.
Menurut Simons (Lamintang, 1997:17) menyatakan bahwa:
“strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah
dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja
oleh seorang yag dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan
oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang
dapat hukum”.
Van Hammel (Lamintang, 1997:18) menyatakan bahwa:
“strafbaarfeit adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak
orang lain.”
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut
pandang yaitu :
a) Sudut Teoritisi
Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:79), unsur tindak
pidana adalah:
1) Perbuatan;
2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
Menurut batasan yang dibuat Jonkers (Adami Chazawi,
2002:81) penganut paham monisme, dapat dirinci unsur-unsur
tindak pidana adalah:
a. Perbuatan (yang);
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
d. Dipertanggungjawabkan.
Moeljatno (1987:55) menerjemahkan strafbaarfeit dengan
kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut:
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum, larang mana yang disertai ancaman (sanksi)
yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang
melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa
perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan
hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada
itu diingat larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan
ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang
menimbulkan kejadian.
Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan
penilaian bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada
hubungan yamg erat. Antaranya kejadian dan orang yang
menimbulkan kejadian tidak dapat dipisahkan satu dengan yang
lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua
keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian tertentu, dan kedua,
adanya orang yang berbuat menimbulkan kejadian itu.
Menurut Schravendijk (Adami Chazawi, 2002:81), dalam
batasan yang dibuatnya secara panjang lebar, jika dirinci terdapat
unsur-unsur sebagai berikut:
a. Kelakuan (orang yang);
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
c. Diancam dengan hukuman;
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat); dan
e. Dipersalahkan/kesalahan.
b) Sudut Undang-undang.
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP
itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:
a. Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan.
b. Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan
terlarangannya dari satu perbuatan, yang bersumber dari
undang-undang dan dapat juga bersumber dari
masyarakat.
c. Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran
batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.
d. Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak
pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana
akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak
pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat
pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat
merupakan syarat terpidananya pembuat.
e. Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana
berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam
mana perbuatan dilakukan.
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana:
unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu
tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada
pengaduan dari yang berhak mengadu.
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur
ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan
unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya
tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana: unsur
keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan,
yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.
i. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana: unsur kepada
siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut,
contoh; “barangsiapa” (bij die) atau “setiap orang”.
j. Unsur objek hukum tindak pidana: tindak pidana ini selalu
dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan.
k. Unsur syarat tambahan memperingan pidana: unsur ini
berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana,
sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti
unsur syarat  tambahan untuk memperberat pidana.
Adapun unsur delik menurut dotrin, terdiri dari unsur subjektif dan
unsur objektif. Leden Marpaung (2008:9) mengemukakan unsur-unsur
delik sebagai berikut:
1. Unsur Subjektif.
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas
hukum pidana mengatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada
kesalahan” (does not make a person guilty unless the mind is guilty
or actus non fault reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang
dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh
kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (schuld).
2. Unsur Objektif.
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri perilaku yang terdiri
atas:
1. Perbuatan manusia berupa:
a. Act, yakni perbuatan aktif atau posesif.;
b. Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
2. Akibat (result) perbuatan manusia.
Akibat tersebut akan membahayakan atau merusak, bahkan
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan
oleh hukum, misalnya nyawa, badan kemerdekaan, hak milik,
kehormatan dan sebagainya.
3. Keadaan-keadaan (circumstances).
Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:
a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
b. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang
membebaskan perilaku dari hukum. Adapun sifat melawan hukum
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni
berkenaan dengan larangan atau perintah.
Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu
saja unsur terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari
pengadilan.
Berikut ini pendapat para pakar mengenai unsur-unsur tindak pidana:
a. Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:79) unsur tindak pidana adalah:
1) Perbuatan;
2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3) Ancaman pidana (bagi pelanggarnya).
b. Jonkers (Adami Chazawi, 2002:81) unsur tindak pidana adalah:
1) Perbuatan (yang);
2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3) Kesalahan.
c. Vos (Adami Chazawi, 2002:80) unsur tindak pidana adalah:
1) Kelakuan manusia;
2) Diancam dengan pidana;
3) Dalam peraturan perundang-undangan.
d. Satochid Kartanegara (Marpaung, 2005:10) yaitu:
Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur
objektif adalah unsur yang terdapat dalam di luar diri manusia, yaitu
berupa:
1) Suatu tindakan,
2) Suatu akibat, dan
3) Keadaaan.
Kesemuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-
undang. Adapun unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan
yang dapat berupa:
a Kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan;
b Kesalahan.
Dalam KUHP ada 4 faktor untuk mengatahui adanya suatu tindak
pidana atau delik kejehatan, yaitu:
1) Adanya laporan Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), yaitu pemberitahuan disampaikan oleh
seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang
kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang
diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Biasanya laporan ini
datang dari saksi-saksi yang berada di Tempat Kejadian Perkara
(TKP) atau keluarga korban, dan tidak jarang pula pelaku itu
sendiri yang melaporkan perbuatannya dalam hal ini disebut
menyerahkan diri.
2) Adanya pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP), yaitu
pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang
berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak
menurut hukum seseorang yang melakukan tindak pidana aduan
yang merugikan.
3) Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP). yaitu tertangkapnya
seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau
dengan segera sesudah beberapa saat setelah dilakukannya, atau
sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang
yang melakukan, atau apabila sesaat kemudian pada benda yang
diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu
yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut
melakukan tindak pidana itu. Adapun peristiwanya tidak boleh
lebih dari 24 jam.
4) Pengetahuan polisi sendiri. Polisi menduga adanya tindak pidana
yang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa
pidana sehingga pihak kepolisian melakukan penggeledaan di
Tempat Kejadian Perkara yang diduga tempat terjadinya suatu
tindak pidana, atau cara lain.
B. Pengertian Narkotika dan Jenis-jenisnya
1. Pengertian Narkotika
secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat yang dapat
menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang
menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh.
Istilah Narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “narcotic” pada
farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug” yaitu zat
atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik
semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri
dan dapat menimbulkn ketergantungan. efek dari Narkotika selain
membius dan menurunkan kesadaran, dapat pula mengakibatkan daya
khayal atau halusinasi serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan.
Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya
ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang
pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-
jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat saat
ini, serta dapat pula disalagunakan fungsinya yang bukan lagi untuk
kepentingan.
Menurut biro bea dan cukai Amerika Serikat ( Moh. Taufik Makarao,
dkk, 2003:18):
Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika ialah candu, ganja, kokain,
zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut
yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. dan termasuk juga
Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat obat-obat yang tergolong
dalam hallucinogen dan stimulant.
Menurut Simanjuntak (1997:317) mengemukakan bahwa:
Narkotika (narcotic) adalah semua pengobatan  yang mempunyai efek
kerja bersifat membiuskan, menurunkan kesadaran (depressant),
merangsang, meningkatkan prestasi (stimulasts), menagihkan
ketergantungan (dependence), menghayal (halusinasi).
Lanjut Simanjuntak (1997:317), mengemukakan bahwa:
Narkotika atau narcissus, adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang
mempunyai bunga yang membuat orang menjadi tidak sadar sehingga
ada dari bahan sintetis dan adapula dari bahan alamia (candu, ganja,
morfin).
Adapun menurut Shalil Bin Ghanim (2000:6) Narkotika dalam istilah
kedokteran yaitu:
Jenis obat-obatan bersifat natural maupun sintesis yang mengandung
berbagai unsur kimia yang berfungsi sebagai penenang atau
perangsan, apabila jenis obat-obatan ini dikonsumsi tanpa petunjuk
dokter akan mengakibatkan kecanduan.
Sedangkan menurut Verdoovende Minddelen Ordonantie Staatblad
1972 No. 278 jo. No. 536. ( Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003:18-19) Yang
telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai Undang-undang obat
bius Narkotika adalah:
Bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau
yang dapat menurunkan kesadaran juga menimbulkan gejala-gejala
fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus-menerus dan liar
dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-
bahan tersebut.
Sehubungan dari pendapat di atas Widjaya (1985:13) mendefinisikan
narkotika, adalah:
Zat kimia atau obat yang biasanya mengandung candu yang dapat
menimbulkan rasa mengantuk atau tidur yang mendalam. Narkotika
disebutkan juga sebagai zat (subtance) yang bila dipergunakan akan
membawa efek dan pengaruh tertentu seperti kesadaran dan perilaku
manusia. Pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang
(bukan rangsangan seks) dan halusinasi. Ini berpengaruh terhadap
diri si pemakai. Pengaruh lainnya adalah mempengaruhi kesadaran
dan memberikan dorongan yang dapat berpengaruh kepada/terhadap
perilaku (negatif).
Selain pendapat di atas yang dikemukakan dari beberapa pakar,
pengertian narkotika dapat pula kita temukan dalam UU Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika, Bab I, Pasal (1) yang rumusannya, bahwa
narkotika adalah:
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan
sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
Berdasarkan dari definisi tersebut di atas, M. Ridha Ma’ruf (Hari
Sasangka, 2003:33-34) menyimpulkan sebagai berikut:
a. Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan
narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai
jenis candu, morphine, heroin ganja, hashish, codein dan cocain.
Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan
narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian secara luas.
Narkotika sintesis yang termasuk didalamnya zat-zat (obat) yang
tergolong dalam tiga jenis yaitu : Hallucinogen, Depressant, dan
stimulant.
b. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentrl
yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau
pembiusan. Berbahaya apabila disalahgunakan.
c. Bahwa narkotika dlam pengertian disini adalah mencakup obat-
obat bius dan obat-obat berbahaya atau narcotic and dangerous
drugs.
2. Jenis-jenis Narkotika
Menurut Widjaya (1985:14-15), penggolongan narkotika dibedakan
dalam beberapa jenis, yaitu:
a. Ganja (Canabis Sativa, Mariyuna, Indian Hemp).
Bagian yang dipergunakan daun dan ujung tangkai, dipotong-
potong lalu dikeringkan. Cara pengeringan sama dengan
pengeringan tembakau rakyat. Penggunaannya biasanya melalui
rokok.
b. Candu
Bagian dari pangkal hingga ujung buah, setelah getahnya
mengering lalu dikumpulkan. Kemudian diolah untuk mendapatkan
candu mentah. Candu mentah : pada candu mentah masih dapat
ditemukan bagian-bagian kecil kulit buah, dan sebagainya dari
tanaman candu. Bentuknya lembek, warnanya kecoklat-coklatan
sampai seperti aspal. Candu masak : candu mentah yang
dimasukkan monfhesilk, candu masak bagian kulit dan daun-daun
kecil sudah tidak kelihatan lagi warna coklat atau sampai kehitam-
hitaman berbau langu.
c. Morphine
Adapun zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada
candu mentah, diperoleh dengan cara pengolahan kimia. Daya
kerja morphine adalah 5 sampai dengan 10 kali lebih kuat dari
candu. Dalam penjualan bahan morphine ini dicampur dengan
bahan atau tepung kina dan tablet APC yang dihaluskan.
d. Heroine
Diperoleh dengan jalan mengolah morphine lebih lanjut secara
kimia dan berbentuk  serbuk atau kristal atau mungkin batangan/
padat.
Selain dari pendapat di atas jenis narkotika dapat pula kita temukan,
dalam UU Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 pada penjelasan Bab III
Pasal 6 ayat (1), dimana narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan,
sebagai berikut:
a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat
dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan
tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat
tinggi mengakibatkan ketergantungan;
b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat
pengobatan, digunakan sebagai pilihan  terakhir dan dapat
digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan
ketergantungan;
c. Narkotika Golongan III Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan
banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan
ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan
ketergantungan.Diperoleh dengan jalan mengolah morphine lebih
lanjut secara kimia dan berbentuk  serbuk atau kristal atau
mungkin batangan/ padat.
Berdasarkan penggolongan jenis narkotika di atas, Moh. Taufik
Makarao, dkk (2003 : 21-24), menyebutkan pula narkotika ke dalam
beberapa jenis :
a. Candu atau disebut juga dengan opium.
Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan papaver
somniferum, nama lain dari candu selain opium adalah madat, di
jepang disebut “ikkanshu”, di cina dinamakan “Japien”. Banyak
ditemukan di negara-negara seperti Turki, Irak, Iran, India, Mesir,
Cina, Thailand, dan beberapa tempat lain. Bagian yang dapat
dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari
buahnya, Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis
depressants yang mempunyai pengaruh hypnotic dan tranglizers.
Depressants, yaitu merangsang sistem saraf parasimpatis, dalam
dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.
b. Morphine.
Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada
candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia.
Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan
memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, di mana seseorang
pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu
memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan
jiwa.
c. Heroine.
Berasal dari tumbuhan papever somniferum, seperti telah
disinggung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine,
morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau,
zati ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa
mati seketika.
d. Cocaine.
Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut eryhroxylon coca.
Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu
dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-
bahan kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan
lama-lama serbuk tadi menjadi basah.
e. Ganja.
Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput
bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana,
sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari dammar
tumbuhan cannabis sativa. Efek dari hashis lebih kuat dari pada
ganja.
f. Narkotika sintetis atau buatan.
Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses
kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah
Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan
Zat adiktif lainnya.
Menurut Taufik Makarao (2003:25) “Napza tergolong zat psikoaktif,
yaitu Zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan
perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi dan kesadaran.
Taufik Makarao (2003:25-27) membagi Narkotika sinthetis ini menjadi
4 (empat) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya yaitu:
a. Depressants.
Depressants atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi
kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk
menenagkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk
tidur. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan depressants
adalah sebagai berikut :
1) Sedativa/Hinotika (obat penghilang rasa sakit);
2) Tranguilizers (obat penenang);
3) Mandra;
4) Ativan;
5) Valium 5;
6) Metalium;
7) Rohypnol;
8) Nitrazepa;
9) Megadon, dan lain-lain.
Pemakai obat ini menjadi delirium, bicara tak jelas, ilusi yang
salah, tak mampu mengambil keputusan cepat dan tepat.
b. Stimulants.
Yaitu merangsang sistem syaraf simpatis dan berefek kebalikan
dengan depresants, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan,
frekuensi denyut jantung/berdebar, merasa lebih tahan bekerja,
merasa gembir, sukar tidur, dan tidak merasa lapar. Obat-obat
yang tergolong stimulants antara lain sebagai berikut :
1) Amfetamine/ectacy;
2) Meth-Amphetamine/shabu-shabu;
3) Kafein;
4) Kokain;
5) Khat; dan
6) Nikotin.
Obat-obat ini khusus digunakan dalam jangka waktu singkat guna
mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh,
menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta
menstimulir bagian-bagian syaraf dari otak yang mengatur
semangat dan kewaspadaan.
c. Hallucinogens/halusinasi.
Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan
yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-
halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya si
pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya
ilusi saja.
Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah sebagai berikut :
1) L.S.D (Lysergic Acid Diethylamide)
2) P.C.D (Phencylidine)
3) D.M.T (Pemithyltrytamine)
4) D.O.M (Illicit Forms of STP)
5) Psilacybe Mushrooms
6) Peyote Cavtus, Buttons dan Ground Buttons
d. Obat adiktif lain
Yaitu minuman yang mengandung alkohol, seperti beer, wine,
whisky, vodka dan lain-lain. Minuman lokal, seperti saguer, tuck
dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi
karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti
glukosa, asam amino, asam folat, cacium, magnesium dan vitmin
B 12. keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah,
bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan
keseimbangan dan koordinasi rnotorilk, dan akibat yang paling
fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti
neutopati yang dapat mengakibatkan koma.
C. Tes Urine
Tes urine biasanya digunakan perusahaan bagi para karyawan baru
untuk menjalani prosedur penerimaan karyawan baru. Pada umumnya, tes
urine meliputi deteksi keberadaan zat-zat yang seharusnya tidak terdapat
dalam urine, misalnya, protein, zat gula, bakteri, kristal-kristal tertentu
dalam jumlah yang besar. Tes urine juga digunakan untuk mendeteksi
kehamilan serta zat-zat narkoba.
Penyakit yang dapat dideteksi melalui tes urine cukup banyak,
antara lain penyakit ginjal, diabetes (kencing manis), gangguan hati
(lever), eklampsia (pada wanita hamil), dan beberapa lagi lainnya. Pada
penyakit-penyakit tersebut, tes urine tetap harus didampingi dengan
pemeriksaan fisik. Sebab, tes urine hanyalah pelengkap atau penguat
dugaan adanya penyakit dalam tubuh.
Urinalisa adalah suatu metoda analisa untuk mendapatkan bahan-
bahan atau zat-zat yang dimungkinkan terkandung di dalam urine, dan
juga untuk melihat adanya kelainan pada urine.
1. Definisi Urine.
Urine atau air seni atau air kencing adalah cairan sisa yang
diekskresikan oleh  ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari
dalam tubuh melalui proses urinalisasi. Eksreksi urine diperlukan
untuk membuang molekul-molekul sisa dalam  darah yang disaring
oleh ginjal dan untuk menjaga homeostasis cairan tubuh. Dalam
mempertahankan homeostasis tubuh peranan urin sangat penting,
karena sebagian pembuangan cairan oleh tubuh adalah melalui
sekresi urin.
2. Komposisi Zat-Zat Dalam Urine.
Komposisi zat-zat dalam urine bervariasi tergantung jenis makanan
serta air yang diminumnya. Urine normal berwarna jernih
transparan, sedang warna urine kuning muda urine berasal dari zat
warna empedu (bilirubin dan biliverdin). Urin normal pada manusia
terdiri dari air, urea, asam urat, amoniak, kreatinin, asam laktat,
asam fosfat, asam sulfat, klorida, garam-garam terutama garam
dapur, dan zat-zat yang berlebihan di dalam darah misalnya vitamin
C dan obat-obatan. Semua cairan dan materi pembentuk urine
tersebut berasal dari darah atau cairan interstisial. Komposisi urine
berubah sepanjang proses reabsorpsi ketika molekul yang penting
bagi tubuh, misal glukosa, diserap kembali ke dalam tubuh melalui
molekul pembawa.
3. Mekanisme Pembentukan Urine.
Urine berasal dari darah yang dibawa arteri renalis masuk ke dalam
ginjal dengan melalui glomerulus berfungsi sebagai ultrafiltrasi pada
simpai Bowman, berfungsi untuk menampung hasil filtrasi dari
glomerulus. Pada tubulus ginjal akan terjadi penyerapan kembali
zat-zat yang sudah disaring pada glomerulus, sisa cairan akan
diteruskan ke piala ginjal terus berlanjut ke ureter.
Ada 3 Tahap Pembentukan Urine:
a. Proses Filtrasi
Proses ini terjadi di glomerulus, proses filtrasi terjadi karena
permukaan aferen lebih besar dari permukaan eferen sehingga
terjadi penyerapan darah. Sedangkan sebagian yang tersaring
adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang
tersaring ditampung oleh simpai Bowman yang terdiri dari
glukosa, air, natrium, klorida, sulfat, bikarbonat dll, yang
diteruskan ke tubulus ginjal.
b. Proses Reabsorbsi
Fungsi utama tubulus proksimal adalah reabsorpsi yaitu proses
dikembalikannya air bersama dengan glukosa, asam amino,
asam urat dan protein yang berhasil menembus filter glomerulus
ke aliran darah. Tubulus proksimal juga mengembalikan
elektrolit, natrium, chlorida dan bikarbonat. Simpai Henle
mereabsopsi air dan natrium. Tubulus distal secara halus
mengatur konsentrasi ion-ion natrium, kalium, bikarbonat, fosfat
dan hydrogen.
c. Proses Sekresi
Proses ini adalah proses penyerapan urine sisa dari filtrasi dan
reabsorpsi. Proses penyerapan urine ini terjadi pada tubulus
dan diteruskan ke piala ginjal selanjutnya diteruskan ke ureter
masuk ke vesika urinaria.
4. Macam Sampel Urine
a. Urine Sewaktu
Adalah urine yang dikeluarkan pada satu waktu yang tidak
ditentukan dengan khusus. Urine sewaktu ini cukup baik untuk
pemeriksaan rutin yang menyertai pemeriksaan badan tanpa
pendapat khusus.
b. Urine Pagi
Adalah urine yang pertama-tama dikeluarkan pada pagi hari
setelah bangun tidur. Urine ini lebih pekat dari urine yang
dikeluarkan siang hari, jadi baik untuk pemeriksaan sediment
berat jenis, protein, tes kehamilan dan lain-lain.
c. Urine Postprandial
Adalah urine yang pertama kali dilepaskan 1-3 jam sehabis
makan.  1/2 Urine ini berguna untuk pemeriksaaan terhadap
glukosuria.
d. Urine 24 Jam
Adalah urine yang dikumpulkan selama 24 jam. Urine yang
pertama keluar dari jam 7 pagi dibuang, berikutnya ditampung
termasuk juga urine jam 7 pagi esok harinya.
e. Urine 3 gelas dan urine 2 gelas pada laki-laki
Urine ini dipakai pada pemeriksaan urologik yang dimaksudkan
untuk mendapatkan gambaran tentang letaknya radang yang
mengakibatkan adanya nanah atau darah dalam urine laki-laki.
Urine 3 gelas adalah urine yang waktu keluar langsung
ditampung ke dalam 3 gelas sediment (gelas yang dasarnya
menyempit) tanpa menghentikan aliran urinenya. Ke dalam
gelas pertama ditampung 20 – 30 ml urine yang mula-mula
keluar, ke dalam gelas kedua dimasukkan urine berikutnya,
beberapa ml terakhir ditampung dalam gelas ketiga. Untuk
mendapat urine 2 gelas, caranya sama seperti urine 3
gelas,dengan perbedaan: gelas ketiga ditiadakan dan ke dalam
gelas pertama ditampung 50 – 70 ml urine.
D. Dasar Hukum dan Jenis Alat Bukti
Berbicara mengenai dasar hukum pembuktian, maka konteks
pembicaraan kita adalah apa yang menjadi landasan yuridis dari
pembuktian tersebut. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 183 KUHAP
yang tertulis bahwa:
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Selanjutnya dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP tertulis Keterangan
seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah
terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. kedua pasal inilah yang
menjadi dasar hukum pembuktian tersebut.
Selain Pasal 183 dan Pasal 185, maka dapat juga dilihat mengenai
dasar hukum pembuktian yaitu pada Pasal 184 tentang alat bukti dan
Pasal 186-189 tentang pengertian dari masing-masing alat bukti.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP, yang mengatur
tentang alat bukti yang sah, di dalam Pasal tersebut tertulis bahwa ada 5
(lima) macam alat bukti yang sah, yaitu:
1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa
Dari kelima alat bukti yang dikenal dalam KUHAP, maka selanjutnya
penulis akan memberikan penjelasan dari masing-masing alat bukti
tersebut, baik dari pengertian KUHAP itu sendiri maupun pendapat dari
beberapa pakar.
Keterangan saksi pengertian umum dari keterangan saksi
dicantumkan dalam Pasal 1 butir 27, yang menyatakan keterangan saksi
ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan
dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat
sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari
pengetahuannya itu. sedangkan keterangan saksi yang bernilai alat bukti
adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
Jika diteliti KUHAP, maka mengenai keterangan saksi ini diatur oleh
beberapa pasal diantaranya, Pasal 108, 116, 160 sampai dengan Pasal
165, Pasal 167, 168, 169, 170, 173, 174 dan Pasal 185, dari Pasal-Pasal
tersebut diatas yang terutama diketahui adalah orang yang dapat menjadi
saksi. Harus diingat bahwa keterangan saksi ini harus memenuhi 2 syarat
yaitu syarat formil dan materil. Berdasarkan Pasal 160 ayat (3) bahwa
“keterangan saksi dianggap sah jika diberikan dibawah sumpah dan
mengenai saksi yang tidak disumpah berdasarkan Pasal 185 ayat (7),
maka tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai
dengan keterangan dari saksi yang disumpah, maka dapat dipergunakan
sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang
pengadilan, keterangan ahli ini merupakan keterangan yang diberikan
oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus atau tertentu tentang hal
yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana guna
kepentingan pemeriksaan atau keterangan yang berdasarkan keahlian
dan pendidikan yang diperlukan untuk itu dan sangat relevan dengan
perkara yang akan diterangkannya. Disamping keterangan saksi seperti
yang telah diuraikan pada poin sebelumnya, maka dalam rangka
pembuktian ini ada saksi yang mempunyai kedudukan khusus yaitu para
ahli. Menurut Ansori Sabuan (1990:193-194) mereka ini dapat bertindak
sebagai :
a. Seorang ahli yang ditanya pendapatnya mengenai sesuatu soal.
Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu
persoalan yang ditanyakan kepadanya tanpa melakukan suatu
pemeriksaan. Contohnya adalah seorang dokter spesialis ilmu
kebidanan dan penyakit kandungan yang diminta pendapatnya
tentang obat A yang dipersoalkan dapat menimbulkan abortus
atau tidak.
b. Seorang saksi ahli, yang ditanya pengetahuannya mengenai
sesuatu perkara. Orang ini menyaksikan barang bukti atau saksi
diam, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya,
misalnya seorang dokter yang melakukan pemeriksaan mayat.
jadi ia menjadi saksi karena menyaksikan barang bukti itu dan
kemudian menjadi ahli karena mengemukakan pendapatnya
tentang sebab kematian korban.
Menurut Yahya Harahap (2002:146-147), bahwa ada 2(dua) cara yang
dapat digunakan dalam meminta keterangan ahli tersebut yaitu :
1. Keterangan langsung dihadapn penyidik, dalam hal ini ahli
dipanggil menghadap penyidik untuk memberi keterangan langsung
dihadapan pemeriksaan penyidik, keterangan langsung dihadapan
penyidik ini juga mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu :
a. Sifat keterangan yang diberikan menurut pengetahuan. jadi
berbeda dengan keterangan saksi. Keterangan saksi berupa apa
yang ia lihat, ia dengar atau ia alami sendiri dengan menyebut
alasan pengetahuannya. sedang sifat keterangan ahli semata-
mata didasarkan pada pengetahuan yang khusus dimiliki sesuai
dengan bidang keahliannya.
b. Sebelum dilakukan pemeriksaan mengucap sumpah atau janji
mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik,
yang berisi bahwa ia akan memberi keterangan menurut
pengetahuannya yang sebaik-baiknya (Pasal 120 ayat (2)
KUHAP).sumpah atau janji merupakan perbedaan antara ahli
dengan saksi. jika ahli harus bersumpah atau mengucapkan janji
sebelum memberi keterangan, sebaliknya prinsip pemeriksaan
saksi di muka penyidik tidak bersumpah.
c. Ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta
apabila harkat martabat, pekerjaan atau jabatannya
mewajibkannya menyimpan rahasia. Yang agak sulit untuk
dipahami dalam Pasal 120 ayat (2) ini, ialah mengenai arti harkat
martabatnya tidak dijelaskan apa dan siapa orang yang memiliki
harkat dan martabat yang dapat menolak untuk memberi
keterangan sebagai ahli. Barangkali orang yang dapat
dikelompokkan ke dalamnya seperti ulama, pendeta, para guru
dan sebagainya.
2. Keterangan dalam bentuk keterangan tertulis, jika pada bentuk
pertama seperti yang diatur dalam Pasal 120, pendapat ahli yang
diperlukan penyidik langsung diberi dalam pemeriksaan dihadapan
penyidik. pada bentuk kedua diatur dalam Pasal 133, pendapat ahli
yang dimintakan penyidik dituangkan dalam bentuk tertulis.
Keterangan bentuk tertulis dari seorang ahli inilah yang lazim
disebut dalam praktek hukum sebagai Visum et Repertum. Adapun
tata cara yang ditempuh penyidik untuk mendapat keterangan
tertulis seorang ahli seperti yang diatur dalam Pasal 133 KUHAP
adalah :
a. Dalam hal penyidikan mengenai seorang korban luka, keracunan
ataupun kematian yang diduga sebagai akibat dari suatu
peristiwa pidana maka demi untuk kepentingan peradilan,
penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan tertulis
kepada ahli.
b. Pengajuan permintaan dimaksud diajukan kepada ahli
kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.
Memperhatikan dengan seksama ketentuan di atas, pembuat
undang-undang sangat cenderung untuk menetapkan suatu
ketentuan, agar semua keterangan yang menyangkut kejahatan
terhadap nyawa dan penganiayaan, yang boleh diminta
keterangannya adalah ahli kedokteran kehakiman namun
barangkali pembuat undang-undang sendiri menyadari,
bagaimana langkahnya ahli kedokteran kehakiman di indonesia.
Terpaksa di ujung kalimat Pasal 133 ditambah dengan atau
dokter dan atau ahli lainnya, sehingga dengan demikian
langkahnya ahli kedokteran kehakiman dapat diatasi dengan
cara memberi kemungkinan bagi aparat penyidik untuk meminta
keterangan dari dokter umum ataupun ahli lainnya. Siapa yang
dimaksud dengan ahli lainnya, pembuat undang-undang tidak
menjelaskan kalau dokter, semua orang tahu tetapi siapakah ahli
lainnya jika masalahnya dihubungkan dengan kepentingan
peradilan dalam menangani korban luka, keracunan, atau
kematian. siapa orangnya yang dianggap sejajar keahliannya
dengan seorang ahli kedokteran kehakiman atau dokter. Apakah
seorang mantri kesehatan dapat digolongkan ke dalam
pengertian ahli lainnya yang disebut Pasal 133 tersebut. Dalam
keadaan yang darurat sekali, mantri kesehatan dapat
disejajarkan dalam pengertian ahli lainnya. Terutama di daerah
yang sangat terpencil, di mana puskesmas dan dokter tidak ada,
sedang yang ada hanya mantri kesehatan, penyidik dapat
mengajukan permintaan keterangan kepadanya.
c. Cara meminta keterangan kepada ahli dengan tertulis. dalam
surat permintaan keterangan, penyidik menyebut dengan tegas
pemeriksaan apa yang dikehendaki penyidik kepada ahli. dari
permintaanitu ahli melakukan pemeriksaan luka, pemeriksaan
mayat, ataupun pemeriksaan bedah mayat. adapun kualitas
surat keterangan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal
133 ayat (1) dan (2), dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan
Pasal tersebut, yang menegaskan bahwa keterangan yang
diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan
ahli sedangkan  keterangan yang diberikan oleh dokter bukan
ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan saja. memang hal
ini sangat perlu untuk dibedakan, guna kepentingan pemeriksaan
didepan persidangan. sebab menurut ketentuan Pasal 184 ayat
1 huruf b, keterangan ahli termasuk alat bukti yang sah menurut
hukum dengan demikian keterangan ahli kedokteran kehakiman
termasuk kategori alat bukti yang sah, sedang keterangan dokter
bukan alat bukti yang sah, tetapi dapat dimasukkan kepada
klasifikasi alat bukti surat (Pasal 184 ayat (1) huruf c).
Surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c,
dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah, adalah:
a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat  di hadapannya,
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di
dengar, dilihat atau dialaminya sendiri, diserti dengan alasan yang
jelas dan tegas tentang keterangan itu;
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan
atau sesuatu kadaan;
c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu
keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan
isi dari alat pembuktian yang lain.
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena
persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan
tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak
pidana dan siapa pelakunya. tetapi harus diingat bahwa petunjuk tidak
berdiri sendiri sebagai pembuktian, tetapi harus diingat bahwa petunjuk
tidak berdiri sendiri sebagai pembuktian, tetapi mengarah kepada
pembuktian atau pelaku perbuatan (materiil). petunjuk ini dapat diperoleh
dari keterangan saksi, Surat dan keterangan terdakwa. penilaian atas
kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu
dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah diadakan
pemeriksaan. Menurut Kuffal (2004:24), bahwa:
kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk sangat ditentukan oleh
unsur-unsur subjektif (arif bijaksana, kecermatan, keseksamaan dalam
hati nurani) dari hakim. berdasarkan pengalaman dalam kehidupan
sehari-hari dan menurut pengalaman dalam pelaksanaan penegakan
hukum dapat diketahui atau dirasakan bahwa unsur-unsur subjektif
antara hakim yang satu dengan yang lain pada umumnya tidak sama
atau berbeda.
Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang
tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami
sendiri, keterangan terdakwalah yang sangat menentukan suatu perkara
karena dialah sebagai atau merupakan pelaku perbuatan (materiil). Tetapi
harus diingat menurut kuffal (2004:26) bahwa:
Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,
melainkan harus disertai alat bukti.
E. Pengertian, Tugas dan Wewenang Kepolisian
1. Pengertian Kepolisian
Kepolisian berasal dari kata polisi yang mendapatkan awalan ke-an.
Istilah polisi pada mulanya berasal dari bahasa yunani yakni politea yang
mempunyai arti pemerintahan negara. Seperti yang telah di ketahui bahwa
dahulu sebelum abad masehi negara yunani terdiri dari kota-kota yang
disebut “polis”. Pada masa itu pengertian polisi adalah menyangkut segala
urusan pemerintahan atau dengan kata lainarti polisi adalah urusan
pemerintahan.
Hal tersebut di atas sesuai dengan pendapat Thorbecke (Anton Tabah
1991:XV) bahwa polisi adalah “segenap usaha kenegaraan kecuali soal-
soal ketentaraan, keuangan, dan kehakiman”.
Dalam perkembangan selanjutnya urusan pemerintahan itu semakin
ruwet seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan
dengan semakin terbukannya hubungan-hubungan luar negeri semakin
bertambah, sehingga pada abad XVI di Perancis pembagian urusan
pemerintah menjadi 5 (lima) bagian yaitu:
i. Bagian Defensi (Pertahanan)
ii. Bagian Diplomasi (Hubungan Luar negeri)
iii. Bagian Finansial (Keuangan)
iv. Bagian Yustisial (Peradilan)
v. Bagian Polisi (Kepolisian)
Di atas terlihat bahwa urusan polisi atau kepolisisan menjadi
berkurang yaitu menjadi tugas-tugas pemerintahan minus urusan ke 4
(empat) dari bagian tersebut diatas, dan begitulah dalam proses
selanjutnya bidang tugas kepolisian itu hanya sampai pada menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat dalam arti seluas-luasnya.
Menurut Soerjono Soekanto (Anton Tabah, 1991:xv) pengertian polisi
adalah:
“Suatu kelompok social yang menjadi bagian masyarakat yang
berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang
merupakan bagian dari fungsi kambtibmas.”
Pengertian di atas dapat dikatakan bahwa polisi bukan sekedar oknum
berseragam polri yang dilengkapi senjata, melainkan memiliki arti yang
lebih mendalam yang mengarah pada pengabdian pada masyarakat.
Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik  Indonesia, Pasal 1 Ayat (1) pengertian kepolisian yaitu
“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Bunyi Pasal 1 Ayat (1) di atas, maka kepolisian berarti berkaitan
dengan lembaganya, sedangkan polisi menunjukkan person atau orang
yang termasuk dalam anggota kepolisian dengan syarat-syarat tertentu
yang diatur dengan undang-undang. Jadi polisi adalah anggota atau
pejabat kepolisian yang mempunyai wewenang umum kepolisian yang
dimiliki berdasarkan undang-undang yang berstatus pegawai negeri sipil
yang mempunyai fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian
Wewenang Polri diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 Ayat
4 (empat) Undang-Undang Dasar (selanjutnya disingkat UUD) dan
peraturan perundang-undangan lain. Institusi polri diberi kepercayaan,
amanah, tanggungjawab oleh negara untuk mengayomi, melindungi, dan
melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Tujuan pemberian
kewenangan kepada polri adalah agar mampu menciptakan atau
mewujudkan rasa aman, tentram, dan damai dalam masyarakat.
Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu
fungsi pemerintahan negara pada bidang pemeliharaan kekuasaan dan
ketertiban masyarakat. Mengenai tugas dan wewenang aparat kepolisian,
dicantumkan pada Bab III Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Adapun disebutkan pada Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002
tentang Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban masyarakat
b. Menegakkan hukum dan,
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan     kepada
masyarakat
Pada Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dalam
menjalankan tugas pokok kepolisian, aparat kepolisian bertugas
menjalankan:
a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
b. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat
terhadap hukum dan aturan perundang-undangan.
c. Turut serta dalam membina hokum nasional.
d. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
e. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak
pidana sesuai dengan hokum acara pidana dan peraturan
perundang-undangan lainnnya.
g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan
tugas kepolisian.
h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana
termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan
menjungjung tinggi hak asasi manusia.
i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
di tangani oleh institusi dan/atau pihak yang berwenang.
j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta
k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang ada.
Adapun mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan
pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri
sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa lebih lanjut di atur dengan
peraturan pemerintah.
Pasal 15, 16, dan 17 memaparkan wewenang aparat kepolisian dalam
menjalankan tugas. Pada Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002
Ayat (1) Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang:
a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang
dapat mengganggu ketertiban umum;
c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat;
d. Mengawasi aliran yang dapat yang dapat menimbulkan perpecahan
atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan
administrative kepolisia;.
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan
kepolisian dalam rangka pencegahan;
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret
sesorang;
i. Mencari keterangan dan barang bukti;
j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal Nasional;
k. Mengeluarkan surat izin  dan/atau surat ketererangan yang
diperlukan dalam dalam rangka pelayanan masyarakat;
l. Memberikan bantuan pengamanan pada siding dan pelaksanaan
putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan
masyarakat;
m.Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
Pada Ayat (2) Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan lainnya berwenang:
a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan
kegiatan masyarakat lainnya;
b. Menyelengarakan regostarsi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
e. memberikan izin dan pengawasan terhadap senjata api, bahan
peledak, dan senjata tajam;
f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap
badan usaha di bidang jasa pengamanan;
g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian
khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis
kepolisian;
h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam
menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
i. Melakuakan pengawasan fungsional kepolisian terhdapa orang
asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi
terkat;
j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi
kepolisian internasional;
k. Melaksanakan kewenangan lain termasuk dalam lingkup tugas
kepolisian.
Pada Pasal 3 disebutkan; tatacara pelaksanaan ketentuan
sebagaimana di maksud dalam Ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.
Ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I
adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Tidak bertentangan dengan suatu atursn hukum;
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan
tersebut dilakukan;
c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatan
nya;
d. Pertimangan yang layakberdasarkan keadaan yang memaksa dan;
e. Menghormatihak asasi manusia.
Pasal 17 dirumuskan “pejabat Kepolisian Republik Indonesia
menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah Republik
Indonesia khususnya didaerah hukum pejabat yang bersangkutan
ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Jadi dalam hal ini pelaksanaan tugas dan wewenang aparat kepolisian
telah dipaparkan secara rinci sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
3. Dasar Hukum Tugas dan Kewenangan Polisi
Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan
kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 30 ayat (1), (2), (3), dan (4).
2. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran
Kepolisian Republik Indonesia.
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik
Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin
anggota Kepolisian Republik Indonesia.
Ruang lingkup tugas dan kewenangan adalah mencakup perihal
tindak kejahatan  dan pelanggaran di seluruh wilayah Negara Republik
Indonesia yang diatur dalam buku II kitab Undang-Undang Hukum pidana
dan hal-hal yang termasuk dalam pelanggaran diatur dalam buku III Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Adapun Lokasi penelitian yang Penulis pilih dalam menunjang
pengumpulan data adalah:
1. Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar
2. Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
Alasan Penulis memilih tempat tersebut institusi tersebut yang
berwenang dan berkompeten dalam memberikan data mengenai tes urine
dalam pembuktian tindak pidana narkotika.
B. Jenis Dan Sumber Data
Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan jenis data
meliputi:
1. Data Primer
Data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara
secara langsung terhadap masalah yang dibahas dengan pihak-
pihak yang terkait, sehubungan dengan penulisan skripsi ini.
2. Data Sekunder
Data ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yakni
dengan mempergunakan dan mengumpulkan buku-buku atau
kitab-kitab bacaan baik dari perpustakaan maupun dari toko-toko
buku yang ada hubungannya atau relevansinya dengan
pembahasan skripsi ini, serta mempergunakan sumber-sumber
lain yang berkaitan dengan penelitian ini, misalnya dengan melalui
penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung terhadap
objek yang menjadi sampel penelitian.
C. Teknik Pengumpulan Data
Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan
mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi
di masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat di
pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam
memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis
melakukan teknik pengumpulan data yang berupa :
1. Teknik wawancara (interview)
yaitu penulis melakukan wawancara atau tanya jawab
dengan pihak kepolisian dan pihak yang terkait dalam perkara
narkotika ini guna memperoleh data dan informasi yang
diperlukan.
2. Teknik Dokumentasi (archivel methode)
yaitu penulis mengambil data-data dari dokumen-dokumen
atau arsip-arsip yang diberikan oleh pihak-pihak yang relevan
dengan permasalahan yang dibahas.
D. Analisis Data
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini, baik
data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya
kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan pun analisis kualitatif,
dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul
dan dianggap telah cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis
secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar
pengetahuan umum meneliti persoalan yang bersifat khusus, dari adanya
analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.
BAB IV
HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Peranan Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana
Narkotika yang Dilakukan oleh oknum Anggota Kepolisian
Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses
pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib
terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan
pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian
dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka
terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan
terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan
kepadanya akan dijatuhkan pidana.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang acara pidana, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya
(Pasal 1 butir12 KUHAP). Sebagaimana tercantum dalam UU No. 35
tahun 2009 Pasal 75, Penyidik BNN berwenang untuk “Melakukan tes
urine, tes darah, tes rambut, tes asamdioksiribonukleat (DNA), dan/atau
tes bagian tubuh lainnya”.
Dari penjelasan di atas, bahwa inilah peranan hasil tes urine dalam
pembuktian tindak pidana narkotika sangat dibutuhkan guna untuk
mencegah dan menghantarkan tersangka yang dituduh melakukan tindak
pidana narkotika ke pengadilan guna diproses sesuai dengan hukum yang
berlaku.
Berdasarkan pada hasil wawancara mendalam terhadap orang yang
terkait dengan judul Penulis bahwa setiap orang yang diproses oleh
penyidik karena terbukti memiliki atau menggunakan narkotika harus
memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup untuk dijadikan
seorang itu menjadi tersangka. Dalam proses tersebut setiap tersangka
yang diproses harus ditemukan dulu alat bukti yang sah menurut undang-
undang dengan kata lain tim penyidik telah menemukan barang bukti yang
kuat atau salah satu barang yang seorang tersangka gunakan pada saat
dilakukan penangkapan.
Disamping itu jika memang tersangka tersebut telah ditemukan barang
yang mereka miliki atau narkotika yang mereka gunakan pada saat
dilakukan penangkapan maka telah diperoleh alat bukti yang pertama
untuk memproses seorang tersebut di pengadilan namun untuk
memproses seseorang untuk dapat menjadi tersangka di pengadilan
maka diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut
undang-undang.
Setelah ditemukannya alat bukti atau barang bukti yang pertama maka
penyidik harus memperoleh alat bukti atau barang bukti yang kedua. Cara
penyidik memperoleh alat bukti yang kedua yaitu penyidik harus
melakukan tes urine kepada seseorang yang melakukan tindak pidana
narkotika tersebut. Diambillah sample urine si pemakai tersebut
lalu dibawa untuk dilakukan pemeriksaan apakah urine tersebut hasilnya
positif ataukah negatif menggunaka narkotika.
Pada saat pemeriksaan urine tersebut menurut Penulis bahwa
hasilnya positif dengan kata lain si pemakai tersebut memang telah
menggunakan narkotika, maka telah diperoleh dua alat bukti yang sah
menurut undang-undang. Namun jika hasil tes urine menunjukkan bahwa
hasilnya negatif maka hasil tes urine tersebut tidak dapat dijadikan alat
bukti di pengadilan. Maka dengan memperoleh pembuktian atau
melengkapi alat bukti yang ada sebelumnya penyidik harus mendapatkan
keterangan saksi dari seseorang untuk melengkapi alat bukti di
pengadian. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah disebutkan bahwa alat
bukti yang sah yaitu;
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa
Berdasarkan keterangan diatas Penulis menyatakan bahwa hasil tes
urine merupakan bukti petunjuk dan dapatkan dijadikan alat bukti yang
sah di pengadilan untuk membuktikan dakwaan kepada terdakwa.
Didalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP ditegaskan bahwa bukti petunjuk
adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya,
baik antara yang satu dengan lainnya maupun tindak pidana itu sendiri,
menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.
Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa bukti petunjuk dapat diperoleh
dengan cara dari keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa.
Seperti dijelaskan pada Pasal 188 ayat (2), hasil tes urine dapat
dikatakan bukti petunjuk karena merupakan surat yaitu dari hasil
pemeriksaan urine terdakwa. Surat sebagai alat pembukti memiliki
kekuatan pembuktian yang kuat sebagaimana yang disebutkan didalam
Pasal 187 ayat (1) huruf c KUHAP yang menyebutkan bahwa surat harus
dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:
a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya,
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang
didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan
alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan
yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu
keadaan;
c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu
keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan
isi dari alat pembuktian yang lain.
Jadi kekuatan pembuktian menurut Penulis yang didasarkan pada
surat harus jelas dan tegas dibuat oleh pejabat yang berwenang dan surat
yang dibuat dibawah tangan dianggap tidak sempurna untuk dijadikan
sebuah alat pembuktian.
Peraturan mengenai narkotika saat ini diatur terutama dalam UU No.
35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam UU Narkotika tersebut, narkotika
dibagi menjadi 3 golongan yang selanjutnya disebutkan dalam lampiran
undang-undang (Pasal 6 UU Narkotika). Untuk pemberantasan
penyalahgunaan narkotika di Indonesia dibentuklah Badan Narkotika
Nasional atau yang disingkat BNN (Pasal 64 ayat (1) UU Narkotika)
Dalam menjalankan tugas pemberatasan narkotika, BNN berwenang
melakukan penyelidikan dan penyidikan (Pasal 71 UU Narkotika). Dalam
menjalankan tugas penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN)
memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan penggeledahan dan
melakukan tes urine, darah, rambut, serta bagian tubuh lainnya (Pasal 75
huruf e dan l UU Narkotika).
Di dalam penjelasan Pasal 75 huruf l UU Narkotika dijelaskan bahwa
tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau
beberapa orang.
Mengenai hukuman bagi orang yang terbukti positif pada urinenya
mengandung narkotika saat razia belum dapat dikatakan pasti bersalah.
Hal ini karena adanya prinsip asas praduga tak bersalah sebagaimana
diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman yang menyatakan:
“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau
dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah
sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya
dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Hukuman terhadap seseorang yang diduga menyalahgunakan
narkotika hanya dapat diputuskan oleh hakim melalui proses hukum acara
pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (“KUHAP”). Untuk dapat memutus bersalah, hakim harus
mendasarkan pada dua alat bukti yang sah sehingga ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Dalam
hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang sah ialah sebagaimana
diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa
Hasil positif dari tes urine yang dituangkan dalam bentuk berita acara
pengujian termasuk alat bukti surat. Berita acara pengujian masih
membutuhkan alat bukti lain untuk dapat menjerat ketentuan tindak pidana
narkotika pada tersangka.Seseorang yang pada sampel urinenya
dinyatakan positif mengandung narkotika berarti memiliki indikasi kuat
sebagai penyalah guna narkotika. Dalam praktiknya, setelah terbukti
dengan tes urine, penyidik akan membawa orang tersebut untuk dilakukan
pemeriksaan dengan tanya-jawab yang kemudian dibuatkan Berita Acara
Pemeriksaan.
Orang yang menggunakan narkotika dalam UU Narkotika dikenal
istilah pecandu narkotika (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika), dan penyalah
guna (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika). Pecandu narkotika dan penyalah
guna keduanya adalah pemakai narkotika, bedanya pecandu narkotika
telah dalam keadaan ketergantungan pada narkotika. Terhadap setiap
orang yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri diancam dengan
pidana sesuai Pasal 127 UU Narkotika, yang menyatakan sebagai berikut:
1) Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan
Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi
medis dan rehabilitasi sosial.
Apabila seseorang terbukti bersalah sebagai penyalah guna narkotika,
hakim dalam putusannya wajib pula memperhatikan mengenai kewajiban
terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (lihat
Pasal 54 UU Narkotika). Agar proses rehabiltasi ini bisa dilakukan diluar
rumah tahanan negara, tersangka/terdakwa harus mengajukan
permohonan kepada penyidik (dengan tembusan ke Kepala BNN), jaksa
penuntut umum, atau hakim sesuai tingkat pemeriksaan perkara (Pasal 3
jo. Pasal 4 Perkep BNN No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara penanganan
Tersangka atau Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan
Pecandu Narkotika).
Menurut hasil wawancara Penulis dengan bapak Eko Budiyono  selaku
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP-SULSEL) Beliau mengatakan bahwa
seseorang yang melakukan rehabilitasi ada dua kategori yaitu;
Seseorang yang melakukan rehabilitasi di BNN menurutnya ada dua
yang pertama adalah seseorang tersebut datang dan menawarkan
dirinya untuk di rehabilitasi atau dengan kata lain orang secara suka
rela meminta dirinya untuk di rehab  dan yang kedua yaitu seseorang
tersebut adalah pelaku tindak pidana narkotika.
Beliaupun menjelaskan perbedaan dari maksud kedua pernyataanya
tersebut bahwa;
Orang yang datang dan menawarkan dirinya untuk di rehab atau
secara sukarela itu pihak dari BNN langsung merehab orang tersebut
beda tetapi harus melalui rekomendasi dari dokter ahli bahwa orang
tersebut memang harus di rehab beda halnya dengan orang yang di
rehab  atas dasar melakukan tindak pidana narkotika seseorang
tersebut terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka
tersebut apakah orang tersebut memang positif melakukan narkotika
kemudian apakah tersangka tersebut layak untuk melakukan
rehabilitasi maka dari itu untuk membuktikannya harus ada
keterangan dari ahli psikis atau psikologi yang menyatakan bahwa
orang tersebut memang harus di rehab dikarenkan ada gangguan jiwa
akibat mengkonsumsi narkotika.
Jadi kesimpulan Penulis berdasarkan hasil penilitian dan wawancara
yang dilakukan bahwa, hukuman untuk orang yang terbukti positif urine-
nya mengandung zat narkotika masih harus dibuktikan kesalahannya
dalam persidangan. Putusan hakim mengenai perkara tersebut harus
tetap memperhatikan kewajiban terdakwa untuk menjalani rehabilitasi
medis dan rehabilitasi sosial sesuai aturan yang ada.
B. Penerepan Hasil Tes Urine dalam Pembuktian Tindak Pidana
Narkotika yang Dilakukan oleh oknum Anggota Kepolisian.
1. Proses Pembuktian Hasil Tes Urine dalam Tindak Pidana
Narkotika Pada Badan Narkotika Nasional (BNN)
Pengaturan mengenai narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotikatersebut, narkotika dibagi menjadi 3 (tiga)
golongan yang selanjutnya disebutkan dalam lampiran undang-undang
tepatnya pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. Dalam Pasal 64 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk pemberantasan penyalahgunaan
narkotika di Indonesia dibentuklah Badan Narkotika Nasional(BNN), dalam
menjalankan tugas pemberatasan narkotika, BNN berwenang melakukan
penyelidikan dan penyidikan. Saat menjalankan tugas penyidikan,
penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki kewenangan antara
lain untuk melakukan penggeledahan dan melakukan tes urine, darah,
rambut, serta bagian tubuh lainnya, diatur pada Pasal 75 huruf e dan
Pasal l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Rosna selaku
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP-SULSEL) menyatakan bahwa;
Tidak selamanya pelaku tindak pidana narkotika langsung diproses
tanpa adanya pembuktian sebelumnya. Orang yang melakukan tes
urine untuk melengkapi pembuktian yang ada sebelumnya untuk
tersangka tersebut harus diproses.Tidak semua orang yang
melakukan tes urine ditetapkan sebagai tersangka tetapi ada dulu
bukti sebelumnya yang di dapat, setelah itu untuk melengkapi
pembuktiannya dengan melakukan tes urine.
Pada penjelasan Pasal 75 huruf e dan Pasal l Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa tes urine, tes darah,
tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada
tidaknya narkotika di dalam tubuh seseorang. Sampel urine yang
diperoleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) selanjutnya diperiksa
di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN yang diatur
dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium
Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional.
Urine merupakan salah satu spesimen biologi yang dapat diuji di
laboratorium dan minimal berjumlah 50 mililiter, diatur pada Pasal 1 angka
8 jo. Pasal 5 ayat 2 huruf b Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional
Nomor 5 Tahun 2010 tentangPedoman Teknis Penyelenggaraan
Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika
Nasional. Pengujian spesimen biologi yang diduga mengandung narkotika
dapat dilakukan untuk keperluan pembuktian perkara (pro justitia),
rehabilitasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan
pelatihan diatur apda Pasal 2 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Narkotika
Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentangPedoman Teknis Penyelenggaraan
Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika
Nasional. Dan pada Pasal 6 ayat 2 huruf a Peraturan Kepala Badan
Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentangPedoman Teknis
Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada
Badan Narkotika Nasional, berbunyi bahwa hasil pengujian laboratorium
untuk keperluan pembuktian perkara dituangkan dalam bentuk berita
acara pengujian.
Hasil penelitian dan wawancara Penulis terhadap bapak Eko Budiyono
S.Hut selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Badan Narkotika
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP-SULSEL) beliau menyatakan
bahwa;
Batas bisa dilakukannya tes urine maksimal hanya 3 hari karena zat-
zat yang terkandung atau yang ada dalam ginjal si pemakai akan
cepat larut dikarenakan si pelaku  telah meminum banyak air sehingga
akan cepat hilang atau tidak dapat terdeteksi lagi pada urine. Oleh
sebab itu diadakannya tes DNA, tes rambut serta tes bagian tubuh
lainnya yang bisa diketahui hasilnya bahwa tersangka telah
mengkonsumsi narkotika walaupun jauh hari sebelumnya si pelaku
telah mengkonsumsinya. Untuk sperma menurut beliau belum bisa
dilakukan pemeriksaan bahwa tersangka telah mengkonsumsi
narkotika dikarenakan alatnya belum ada.
Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya kepada Ibu Rosna dia
mengatakan bahwa;
Semua tersangka yang terjerat narkotika atau dengan kata lain
melakukan tindak pidana narkotika harus di tes urine dulu di BNN
kemudian setelah hasilnya telah diketahui maka untuk menjadikan
hasil tes urine  tersangka tersebut lebih akurat maka pelaku kemudian
dibawa ke laboratorium forensik untuk dilakukan tes urine, selanjutnya
beliau mengatakan bahwa hasil tes urine yang dilakukan oleh pihak
BNN dapat di pastikan tidak akan bertolak  belakang dengan hasil
pemeriksaan dari laboratorium forensik.
Merujuk pada hasil penelitian dan wawancara yang Penulis
menyimpulkan bahwa semua pelaku tindak pidana narkotika yang
diproses oleh pihak BNN sebelum dilakukannya tes urine si pemakai
harus memiliki pembuktian yang ada sebelumnya setelah itu tersangka
tersebut barulah dilakukan tes urine  batas waktu dilakukan 2 hari setelah
tersangka mengkonsumsi narkotika atau setelah dilakukannya
penangkapan dikarenakan jika dilakukan pada jangka 5 hari sampai 1
minggu setelahnya hasil urine dari tersangka tidak dapat diketahui bahwa
tersangka tersebut telah mengkonsumsi narkotika. Setelah pihak BNN
memeriksa urine tersangka tersebut dan hasilnya positif maka untuk
mengetahui kebenaran hasil tes urine tersangka maka urin tersangka
akan diperiksa lagi oleh laboratorium forensik apakah sebelumnya
tersangka memang positif menggunakan narkotika.
2. Proses Pembuktian Hasil Tes Urine dalam Tindak Pidana
Narkotika pada Kepolisian Resort Kota Besar Makassar
Berbicara pada proses pembuktian tersangka dalam tindak pidana
narkotika, pihak Penyidik narkoba Kepolisian Resort Kota Besar Makassar
sebelumnya harus mempunyai bukti yang kuat dari pelaku. seperti yang
diketahui dan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 yaitu untuk dapat memutus bersalah
seseorang hakim mendasarkan pada dua alat bukti yang sah sehingga ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. seseorang dapat
dijadikan tersangka apabila memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti
yang sah menurut undang-undang. Alat bukti yang sah seperti yang diatur
Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang tertera dalam
pasal 184 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan
keterangan terdakwa. Jika pelaku tindak pidana narkotika ingin dibuktikan
kesalahannya maka diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang
sah.
Menurut hasil wawancara Penulis dengan AKP Jhon. T. Soo selaku
Kanit 2 Reserse Kriminal Narkotika di Polrestabes Makassar, Beliau
mengatakan bahwa;
Kenapa setiap pelaku tindak pidana narkotika itu diproses karena dia
diproses akibat terbukti memiliki dan mengkonsumsi narkotika. Ketika
dia diproses ke tingkat penyidikan maka dasar utama adalah dua alat
bukti yang sah menurut undang-undang untuk dijadikan ia sebagai
tersangka salah satunya harus ada barang bukti dan dua orang saksi.
Kenapa bukti itu harus dikuatkan lagi karena dikuatkan dengan aturan
maka dia disita kemudian dibuatkan lagi status untuk menguatkan di
persidangan bahwa barang bukti itulah yang disita untuk dijadikan
barang bukti. Nanti pada saat proses persidangan hakim hanya
melihat dalam berkas itu apakah ia memenuhi syarat formil ataupun
material. Pada saat persidangan nanti ada jaksa sebagai penuntut
yang prosesnya apakah jaksa nanti ini yang bisa mempertahankan
penuntutannya sesuai berkas perkara yang diajukan oleh kepolisian
sedangkan putusannya itu tergantung kepada hakim sejauh mana
tingkat hukuman pelaku tersebut berdasarkan keyakinan dia. Sesuai
yang tertera dalam Pasal 184 KUHAP ada lima alat bukti yang sah jika
dua diantaranya telah terpenuhi maka dapat dilanjutkan ke proses
penuntutan sampai persidangan.
Dikesempatan yang sama Penulis pun menanyakan kepada beliau
apakah hasil urine seseorang yang diketahui pengguna atau pemakai
narkotika dapat di proses dan dijadikan tersangka? Beliau mengatakan
bahwa;
Seperti yang diketahui pada Pasal 184 KUHAP tertera 5 alat bukti
yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan
keterangan terdakwa, hasil urine yang mengatakan bahwa orang
tersebut positif memakai narkotika dapat dijadikan sebagai bukti
petunjuk untuk diproses dipengadilan.
Jadi Setelah mengamankan tersangka dengan ditemukannya
pembuktian terlebih dahulu terhadap tersangka atau dengan kata lain
pembuktian telah memenuhi syarat untuk tersangka diproses tidak lagi
diperlukan tes urine terhadap tersangka karena bukti yang ada
sebelumnya telah memenuhi kekuatan untuk memproses tersangka tindak
pidana narkotika tersebut. Namun jika pembuktian tersangka tersebut
perlu dikuatkan lagi maka dilakukanlah tes urine agar ia diketahui telah
mengkonsumsi narkotika dan dapat diproses lebih lanjut.
Pada saat proses terjadinya pengambilan urine  yang dilakukan
terhadap tersangka ada aturan yang dijelaskan dan cara-cara yang
dilakukan oleh pihak kepolisian diantaranya pada saat pengambilan urine
harus disaksikan oleh  saksi  dan pada saat pengambilan urine tersebut
wajib diadakan saksi yang melihat pada saat mengambil sample urinenya
agar urine yang dia masukkan kedalam wadah yang telah disedikan oleh
pihak kepolisian itu benar-benar miliknya agar hasilnya tidak melenceng
dari perkiraan karena jika proses pengambilan urine tersebut tidak
dihadirkan seorang saksi maka sample urine tersebut dinyatakan tidak
sah.
Setelah proses pengambilan urine selesai dan telah dimasukkan
kedalam botol plastik. setelah itu wadah atau botol plastik yang telah
dipakai untuk pengisian urine tersangka tersebut lalu disegel dan diberi
pita merah untuk selanjutnya dikirim ke laboratorium forensik Polri cabang
makassar. Setelah itu dibuatkanlah berita acara pengambilan urine
terhadap tersangka. Didalam berita acara pengambilan urine tersebut
dilampirkan tanggal dan waktu pada saat pengambilan urine tersangka.
Setelah itu tertera nama penyidik kepolisian yang mengambil sampel urine
tersangka dan disebutkan pula dalam berita acara pengambilan urine
tersebut nama tersangka, tempat dan tanggal lahir tersangka,
suku/bangsa tersangka, agama, pekerjaan serta alamat tersangka. Dan
dijelaskan pula secara detail mulai dari awal hingga akhir proses
pengambilan urine tersangka dilakukan. Berita acara pengambilan urine
ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas sumpah jabatan penyidik dari
kepolisian dan ditandatangani oleh penyidik dan tersangka.
Dalam kenyataannya, baik dirasakan atau tidak tetapi sangat jelas
bahwa banyak permasalahan yang ditimbulkan dari pengguna atau
pemakai  narkotika yang tidak sesuai dengan aturan serta prosedur yang
telah ditetapkan oleh pemerintah baik melalui peraturan perundang-
undangan serta peraturan pemerintah sudah sangat parah karena sudah
masuk menggerogoti institusi penegak hukum yaitu kepolisian, hal ini
terjadi di karenakan karena beberapa faktor yang senantiasa selalu
menjadi penunjang dalam penyalahgunaan narkotika tersebut. Meskipun
demikian penyalahgunaannyapun masih terus dilakukan, bahkan terkesan
adanya kecenderungan peningkatan sampai dengan saat ini. Kasus
penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan institusi kepolisian
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berdasarkan tabel yang akan
diuraikan di bawah ini :
Tabel
Jumlah Pelaku narkotika yang dilakukan anggota kepolisian pada
Kepoisian Resort Kota Besar Makassar Periode Tahun 2008-2012
No
PANGKAT/
GOLONGA
N
TAHUN KET.
2008 2009 2010 2011 2012
1 PATI - - - - -
2 PAMEN - - - - -
3 PAMA - - - - 1
4 BINTARA 3 1 7 5 7
5 TAMTAMA - - - - -
JUMLAH 3 1 7 5 8
Berdasarkan tabel di atas, maka tampak dengan jelas bahwa selama
periode tahun 2008 sampai dengan 2012 jumlah secara keseluruhan para
pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan anggota kepolsian adalah
berjumlah 24 kasus, yang terdiri atas tahun 2008 berjumlah 3 kasus yang
pelakunnya berpangkat bintara. Kemudian pada tahun 2009 ada
sebanyak 1 kasus yang pelakunya juga melibatkan bintara namun terjadi
penurunan dua kasus dari tahun sebelumnya . Sedangkan pada tahun
2010 ada sebanyak 7 kasus yang pelakunya juga adalah bintara sama
pada tahun sebelumnya. Dan untuk tahun 2011  jumlah kasus mencapai
5kasus atau sekitar yang mana pada tahun ini terjadi penurunan pada
tahun sebelumnya yakni sebanyak 2 kasus sedangkan untuk tahun 2012
jumlah kasus yaitu 8 kasus yang melibatkan selain bintara juga melibatkan
perwira dan mengalami peningkatan sebanyak 3 kasus dari tahun
sebelumnya.
Berdasarkan fakta Indeks kejahatan tersebut diatas sangat kita
sayangkan karena dari tahun ke tahun sangat jelas terjadi peningkatan
kasus hal ini perlu kita cermati sebagai suatu hal yang sangat
memperihatinkan yang terjadi pada penegak hukum yang seharusnya
tugas dan fungsi kepolisian seperti yang tertera pada Pasal 13 Undang-
undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa
tugas pokok kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dari penjelasan tersebut
sangat jelas bahwa pihak aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana
narkotika berdasarkan 5 tahun terakhir berdasarkan table yang diperoleh
jelas telah melanggar undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang
kepolisian republik indonesia. Fakta yang terjadi dari mereka bahwa
mereka yang mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika tetapi justru
pihak aparat yang melakukannya. Seperti yang terlihat pada table tersebut
diatas bahwa kasus yang terjadi selama 5 tahun terakhir menyatakan
bahwa semakin meningkatnya pemakai narkotika di pihak aparat
kepolisian yang sangat memprihatinkan.
Inilah kesan buruk terhadap Institusi kepolisian yang harus segera
dibenahi. Polisi yang seyogyanya menangkapi penjahat dan
menjebloskannya ke Penjara, justru dijebloskan ke penjara. Status
punbertambah. Selain masih terdaftar sebagai anggota Polisi Negara
Republik Indonesia, juga menyandang predikat Narapidana Narkoba.
Kapolri harus tegas. Tetapkan salah satu Menjadi Bhayangkara Negara (
Polri ) atau menjadi Narapidana Narkoba.
Menurut Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan
bahwa anggota polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek
hukum militer.
Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap
mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi.
Peraturan Disiplin Polri diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang
Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun
2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar
aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga
tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat
Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 5 huruf a PP 2/2003 jo. Pasal 6 dan
Pasal 7 Perkapolri 14/2011).
Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan
bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi
atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap
anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat [1] PP 2/2003 jo. Pasal
28 ayat [2] Perkapolri 14/2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang
menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum acara pidana
walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode
etik.
Oknum polisi disangkakan menggunakan narkotika dan diproses
penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga
tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika untuk
diri pribadi diatur Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika:
Setiap Penyalah Guna:
a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Ketentuan ini berlaku untuk semua orang yang menyalahgunakan
narkotika untuk diri sendiri. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi
tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak
dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun
2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia (“PP 1/2003”) yaitu:
“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan
tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik
Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan
menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat
dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian
Negara Republik Indonesia.”
Dengan demikian, walaupun si oknum polisi sudah dipidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat
apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat
dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian.Pemberhentian
anggota kepolisian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 12 ayat [2] PP
1/2003).
Jadi, walaupun anggota polisi juga merupakan warga sipil, tetapi
terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara
lain karena selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota
polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus
dipatuhi. Dengan demikian walaupun oknum polisi sudah dipidana
berdasarkan hukum tetap oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan
melalui pertimbangan pejabat yang berwenang dan dilakukan melalui
sidang komisi kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia.
Sanksi yang diperoleh oknum polisi yang melakukan tindak pidana
narkotika selain pemberhentian dari dinas kepolisian dapat juga berupa
penundaan kenaikan pangkat dan mutasi yang dilakukan oleh pejabat
yang berwenang memberikan terhadap oknum polisi yang melakukan
tindak pidana narkotika. Hal itu dilakukan dari hasil dari putusan
pengadilan mengenai hukuman yang diperoleh dari oknum polisi yang
melakukan tindak pidana narkotika tersebut.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Peranan Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana
Narkotika sangat penting dalam pembuktian khususnya bagi
pengguna. Seseorang yang pada sampel urinenya dinyatakan
positif mengandung narkotika berarti memiliki indikasi kuat sebagai
penyalah guna narkotika. Karena dengan proses inilah seseorang
pengguna dapat diproses karena dia telah memakai narkotika dan
dapat dijadikan bukti yang kuat untuk diproses dipengadilan dan
dijadikan sebagai pelaku tindak pidana narkotika dengan hukum
yang berlaku.
2. Penerapan hasil tes urine dalam menentukan tindak pidana
narkotika telah diterapkan untuk menentukan pengguna narkotika
untuk menjadikannya tersangka. Karena hasil tes urine tersebut
memiliki kekuatan yang kuat dalam pembuktian tindak pidana
narkotika sesuai yang diatur dalam undang-undang 35 tahun 2009.
Akan tetapi setiap pelaku tindak pidana narkotika yang diproses
harus mempunyai bukti yang ada sebelum dilakukan tes urine dan
ditetapkan menjadi tersangka. Hasil tes urine ini sangat
berpengaruh pada kekuatan pembuktian dikarenakan hasil tes
urine tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pembuktian
menurut undang-undang yang telah diatur dalam menentukan
bersalahnya seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas Penulis memberikan saran agar dapat
dijadikan bahan masukan dalam kasus seperti ini
1. Untuk mencegah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh
oknum kepolisian, Penulis menyarankan agar secara rutin
dilakukan pemeriksaan urine dikalangan kepolisian. Hal ini dapat
mengetahui oknum-oknum kepolisian yang positif menggunakan
narkotika. Disamping itu juga untuk menjaga nama baik dari
kepolisian Rebublik Indonesia yang diketahui sebagai pengayom
dan pengamanan di masyarakat.
2. Untuk mengefektifitaskan peranan dan penerapan tes urine ini,
kepolisian perlunya bekerja sama dengan pihak Badan Narkotika
Nasional (BNN) untuk melakukan pengecekan urine dikalangan
anggota kepolisian. Penulis juga menyarankan untuk melakukan
tes urine ini dilakukan dalam sebulan sekali di pihak aparat
kepolisian. Hal ini dilakukan untuk mencegah aparat-aparat
kepolisian untuk menggunakan ataupun mengkonsumsi narkotika
dan perlunya tindakan yang serius bagi aparat kepolisian yng tidak
ingin diambil sampel urine nya.
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